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RINGKASAN

KEWENANGAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

Muhammad, Ichsan Anwary

Bedasarkan Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis
Pengawas Daerah (MPD) berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa
adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan
Notaris. Sedangkan berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar lkatan Notaris Indonesia
Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan
pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Kewenangan yang lahir kepada Majelis
Pengawas Daerah (MPD) adalah perintah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN),
sedangkan kewenangan yang lahir kepada Dewan Kehormatan adalah perintah
Anggaran Dasar Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya
cukup disingkat INI. Maka, kewenangan pemerikasaan dugaan pelanggaran kode etik
notaris dapat dilakukan oleh alat kelengkapan organisasi yaitu Dewan Kehormatan dan
Majelis pengawas.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisa bagaimana tolak ukur
pelanggaran kode etik Notaris serta penulis juga ingin mengetahui bagaimana
kewenangan pemeriksaan pelanggaran kode etik Notaris.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang
merupakan penelitian dengan melakukan cara mengumpulkan dan mempelajari
peraturan-peraturan yang berlaku dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan
permasalahan dalam penelitian yang diteliti. Yang kemudian disusun secara sistematis,
dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil pembahasan, Kode etik notaris lebih mengatur tentang
pelanggaran moral yakni tentang tingkah laku para notaris demi dirinya sendiri,
mengatur notaris dengan sesama rekan, notaris dengan masyarakat dan Negara. demi
menjaga dari persaingan yang tidak sehat, serta menjunjung citra dan martabat para
notaris. Pelanggaran kode etik notaris dapat diukur ke dalam beberapa kriteria yaitu
pelanggaran kode etik notaris yang mempunyai unsur pelanggaran pelaksana jabatan
Notaris (UUJN) yakni pelanggaran kode etik yang sekaligus melanggar ketentuan dalam
UUJN, pelanggaran kode etik berat yakni pelanggaran yang dapat merugikan
kepentingan orang lain dan masyarakat secara langsung, serta pelanggaran kode etik
ringan yang bersifat internal yaitu pelanggaran kode etik yang tidak merugikan
kepentingan masyarakat secara langsung yakni pelanggaran kode etik yang tidak
mematuhi atau menghormati displin oraganisasi notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran kode etik
notaris bersifat eksternal yang dapat memeriksa pelanggaran kode etik yang mempunyai
unsur pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan pelanggaran kode etik yang
dapat dikatakan berat, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris bersifat internal yang
dapat memeriksa pelanggaran kode etik yang bersifat internal atau ringan. Namun
Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya berwenang untuk memeriksa dugaan adanya
pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tidak berwenang
untuk mengambil keputusan tersebut. Kewenangan pengambilan keputusan tersebut ada
pada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) serta



Menteri atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Pusat (MPP). Dewan Kehormatan
Daerah dalam melakukan pemeriksaan kode etik tidak hanya menunggu laporan yang
masuk, namun bisa memprosesnya apabila menemukan pelanggaran kode etik Notaris.



ABSTRAK
Muhammad?,Ichsan Anwary?

Kata unci : Kewenangan, Pemeriksaan, Pelanggaran, Kode Etik Notaris.

Tesis ini berjudul "Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris" yang ditulis oleh
Muhammad, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung
Mangkurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh
Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode
etik notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas Daerah
memiliki otoritas untuk menyelenggarakan sidang terkait pelanggaran kode etik, sedangkan
Dewan Kehormatan juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, di mana penulis mengumpulkan
dan menganalisis peraturan-peraturan serta sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kode etik notaris lebih menekankan pada pelanggaran moral dan perilaku
notaris dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran kode etik dapat dikategorikan menjadi
pelanggaran berat yang merugikan masyarakat, serta pelanggaran ringan yang bersifat internal.
Penelitian ini jJuga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap notaris untuk menjaga integritas

profesi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan terhadap notaris sangat penting untuk
memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kode etik yang
berlaku. Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat
eksternal, sementara Dewan Kehormatan menangani pelanggaran internal. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik
pengawasan profesi notaris di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika

dalam pelayanan publik.
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AUTHORITY OF INSPECTION ON VIOLATIONS OF NOTARY
CODE OF ETHICS
By: “
Muhammad ', Ichsan Anwary 2
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 110 pages

ABSTRACT

Keywords: Authority, Inspection, Violation, Notary Code of Ethics.

This research aims to analyze the authority possessed by the District Supervisory
Council and the Honorary Council in examining alleged violations of the Notary
code of ethics. Based on the Notary Position Act (UUJN), the Regional Supervisory
Council has the authority to conduct hearings related to code of ethics violations,
while the Honorary Council is also granted the authority to conduct investigations
based on the Articles of Association of the Indonesian Notary Association. The
research method used is normative legal research, where the writer collects and
analyzes relevant regulations and legal sources. The results of the research show
that the notary code of ethics emphasizes moral violations and the behavior of
notaries in performing their duties. Code of ethics violations can be categorized into
severe violations that harm the public interest and minor internal violations. The
research also highlights the importance of supervision over the notaries to maintain
professional integrity and protect public interests.

The conclusion of this research is that supervision over notaries is very important
to make sure that they perform their duties according to the applicable regulations
and code of ethies. The District Supervisory Council is authorized to examine
external violations, while the Honorary Council handles internal violations. This
research is expected to contribute to the development of policies and practices in
notary profession supervision in Indonesia, as well as increase awareness of the
importance of ethics in public service. -
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